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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
memngetahui bagaimana  penyelesaian 
sengketa perdata melalui mediasi di luar 
pengadilan  dan bagaimana tata cara 
penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi 
di pengadilan. Dengan menggunakan metode 
penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. 
Penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi 
di luar pengadilan, yaitu  para pihak dengan 
bantuan mediator besertifikat yang berhasil 
menyelesaikan sengketa di luar pengadilan 
dengan kesepakatan perdamaian dapat 
mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut 
ke pengadilan yang berwenang untuk 
memperoleh akta perdamaian dengan cara 
mengajukan gugatan. Pengajuan gugatan harus 
disertai atau dilampiri dengan kesepakatan 
perdamaian dan dokumen-dokumen yang 
membuktikan ada hubungan hukum para pihak 
dengan objek sengketa. 2. Mediasi merupakan 
salah satu proses penyelesaian sengketa yang 
lebih cepat dan murah, serta dapat 
memberikan akses yang lebih besar kepada 
para pihak menemukan penyelesaian yang 
memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.  
Pengintegrasian mediasi ke dalam proses 
beracara di pengadilan dapat menjadi salah 
satu instrumen efektif mengatasi masalah 
penumpukan perkara di pengadilan serta 
memperkuat dan memaksimalkan fungsi 
lembaga pengadilan dalam penyelesaian 
sengketa di samping proses pengadilan yang 
bersifat memutus (ajudikatif). Hukum acara 
yang berlaku, baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 
154 RBg, mendorong para pihak untuk 
menempuh proses perdamaian yang dapat 
diintensifkan dengan cara mengintegrasikan 
proses mediasi ke dalam prosedur berperkara 
di Pengadilan Negeri. 
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PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Pola penyelesaian sengketa melalui mediasi 
dalam khazanah hukum indonesia merupakan 
bagian dari pola penyelesaian melalui jalur 
alternatif.3 Mediasi diartikan sebagai 
penyelesaian sengketa melalui proses 
perundingan para pihak dengan dibantu 
mediator, yaitu pihak netral yang membantu 
para pihak dalam proses perundingan guna 
mencari berbagai kemungkinan penyelesaian 
sengketa tanpa menggunakan cara memutus 
atau memaksakan sebuah penyelesaian.4  

Proses mediasi sebagai penyelesaian 
sengketa alternatif, juga dapat dilakukan di 
peradilan atau yang dikenal dengan mediasi 
peradilan. Mengenai hal ini diatur dalam 
peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 
Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan sebagaimana telah dicabut dengan 
PERMA No. 01 Tahun 2008. Salah satu 
pertimbangan diintrodusirnya mediasi di 
pengadilan adalah karena mediasi merupakan 
salah satu instrumen aktif mengatasi 
kemungkinan penumpukan perkara di 
pengadilan sehingga proses penyelesaian 
sengketa akan lebih cepat dan murah serta 
dapat memberikan akses kepada para pihak 
yang bersengketa untuk memperoleh keadilan 
atau penyelesaian yang memuaskan atas 
sengketa yang dihadapi.5  

Pada dasarnya mediasi sesuai yang diatur 
dalam Buku ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata adalah merupakan salah satu bentuk 
perikatan, mediasi yang juga dikenal dengan 
sebutan perdamaian ini pengertiannya terumus 
di dalam Pasal 1851 KUH Perdata yang bunyi 
selengkapnya sebagai berikut:  “perdamaian 
adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa 
dengan menyerahkan, menjanjikan atau 
menahan suatu barang, kedua belah pihak 
mengakhiri suatu perkara yang sedang 
diperiksa pengadilan ataupun mencegah 
timbulnya suatu perkara, persetujuan ini hanya 
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mempunyai kekuatan hukum, bila dibuat secara 
tertulis.”6  

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, 
maka penulis mengambil judul “Prosedur 
Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui 
Mediasi di Pengadilan Berdasarkan Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan” 

 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah  penyelesaian sengketa 

perdata melalui mediasi di luar pengadilan ? 
2. Bagaimanakah tata cara penyelesaian 

sengketa perdata melalui mediasi di 
pengadilan? 
 

C. Metode Penelitian 
Metode penelitian yuridis normatif 

digunakan dalam penyusunan Skripsi ini. 
Bahan-bahan hukum yang digunakan seperti 
peraturan perundang-undangan sebagai bahan 
hukum pokok (bahan hukum primer) dan bahan 
hukum seperti literatur-literatur, karya ilmiah 
hukum. Sebagai bahan hukum penunjang 
(bahan hukum sekunder) serta bahan hukum 
tersier, seperti kamus hukum dan kamu umum 
untuk memberikan penjelasan mengenai 
pengertian-pengertian berkaitan dengan 
pembahasan Skripsi ini. Bahan-bahan hukum 
yang telah dikumpulkan dianalisis secara 
desktiptif yuridis, yaitu untuk memberikan 
gambaran umum mengenai permasalahan yang 
dibahas dan menyusun kesimpulan dari hasil 
pembahasan untuk menjawab rumusan 
masalah. 

 
PEMBAHASAN 
A. Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui 

Mediasi di Luar Pengadilan 
Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 

48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman, 
hal-hal penting yang diatur dalam undang-
undang ini pada huruf (f): Pengaturan umum 
mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan. Mengenai 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan dasar 
hukumnya diatur dalam Undang-Undang 

                                                      
6
Edi As’ Adi, Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif 

Mediasi (ADR) di Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan 
Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hal. 3. 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan 
Kehakiman.7  

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasan Kehakiman. Bab XII, 
mengenai Penyelesaian Sengketa di Luar 
Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 
menyatakan: “Upaya penyelesaian sengketa 
perdata dapat dilakukan di luar pengadilan 
negara melalui arbitrase atau alternatif 
penyelesaian sengketa8 dan selanjutnya  Pasal 
59 menyatakan pada ayat: 
(1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian 

suatu sengketa perdata di luar pengadilan 
yang didasarkan pada perjanjian arbitrase 
yang dibuat secara tertulis oleh para pihak 
yang bersengketa. 

(2) Putusan arbitrase bersifat final dan 
mempunyai kekuatan hukum tetap dan 
mengikat para pihak. 

(3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan 
putusan arbitrase secara sukarela, putusan 
dilaksanakan berdasarkan perintah ketua 
pengadilan negeri atas permohonan salah 
satu pihak yang bersengketa.9 

Penjelasan Pasal 59 ayat (1): Yang dimaksud 
dengan “arbitrase” dalam ketentuan ini 
termasuk juga arbitrase syariah.10  

Pasal 60 menyatakan pada ayat: 
(1) Alternatif penyelesaian sengketa 

merupakan lembaga penyelesaian 
sengketa atau beda pendapat melalui 
prosedur yang disepakati para pihak, yakni 
penyelesaian di luar pengadilan dengan 
cara konsultasi, negosiasi, mediasi, 
konsiliasi, atau penilaian ahli. 

(2) Penyelesaian sengketa melalui alternatif 
penyelesaian sengketa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hasilnya 
dituangkan dalam kesepakatan tertulis. 

(3) Kesepakatan secara tertulis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan 
mengikat para pihak untuk dilaksanakan 
dengan itikad baik.11 

                                                      
7
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Kekuasan Kehakiman. 
10

 Penjelasan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 
11

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasan Kehakiman. 



Lex Et Societatis Vol. VI/No. 9/Nov/2018 

 

15 

 
Pasal 61 menyatakan: Ketentuan mengenai 

arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
58, Pasal 59, dan Pasal 60 diatur dalam undang-
undang. 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa, Pasal 2  menyatakan: Undang-undang 
ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda 
pendapat antar para pihak dalam suatu 
hubungan hukum tertentu yang telah 
mengadakan perjanjian arbitrase yang secara 
tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau 
beda pendapat yang timbul atau yang mungkin 
timbul dari hubungan hukum tersebut akan 
diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui 
alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 3: 
Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk 
mengadili sengketa para pihak yang telah 
terikat dalam perjanjian arbitrase.12 Pasal 4 
menyatakan pada ayat: 
(1) Dalam hal para pihak telah menyetujui 

bahwa sengketa di antara mereka akan 
diselesaikan melalui arbitrase dan para 
pihak telah memberikan wewenang, maka 
arbiter berwenang menentukan dalam 
putusannya mengenai hak dan kewajiban 
para pihak jika hal ini tidak diatur dalam 
perjanjian mereka. 

(2) Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa 
melalui arbitrase sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dimuat dalam suatu 
dokumen yang ditandatangani oleh para 
pihak. 

(3) Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa 
melalui arbitrase terjadi dalam bentuk 
pertukaran surat, maka pengiriman teleks, 
telegram, faksimili, e-mail atau dalam 
bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib 
disertai dengan suatu catatan penerimaan 
oleh para pihak. 
 

Pasal 5 menyatakan pada ayat: 
(1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui 

arbitrase hanya sengketa di bidang 
perdagangan dan mengenai hak yang 
menurut hukum dan peraturan perundang-
undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak 
yang bersengketa. 

                                                      
12

Pasal  2 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

(2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan 
melalui arbitrase adalah sengketa yang 
menurut peraturan perundang-undangan 
tidak dapat diadakan perdamaian.13 
 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa. Bab II Alternatif 
Penyelesaian Sengketa. Pasal 6 ayat: 
(1)   Sengketa atau beda pendapat perdata 

dapat diselesaikan oleh para pihak melalui 
alternatif penyelesaian sengketa yang 
didasarkan pada itikad baik dengan 
mengesampingkan penyelesaian secara 
litigasi di Pengadilan Negeri. 

(2)   Penyelesaian sengketa atau beda 
pendapat melalui alternatif penyelesaian 
sengketa sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan 
langsung oleh para pihak dalam waktu 
paling lama 14 (empat belas) hari dan 
hasilnya dituangkan dalam suatu 
kesepakatan tertulis. 

(3)   Dalam hal sengketa atau beda pendapat 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
tidak dapat diselesaikan, maka atas 
kesepakatan tertulis para pihak, sengketa 
atau beda pendapat diselesaikan melalui 
bantuan seorang atau lebih penasehat ahli 
maupun melalui seorang mediator. 

(4)  Apabila para pihak tersebut dalam waktu 
paling lama 14 (empat belas) hari dengan 
bantuan seorang atau lebih penasehat ahli 
maupun melalui seorang mediator tidak 
berhasil mencapai kata sepakat, atau 
mediator tidak berhasil mempertemukan 
kedua belah pihak, maka para pihak dapat 
menghubungi sebuah lembaga arbitrase 
atau lembaga alternatif penyelesaian 
sengketa untuk menunjuk seorang 
mediator. 

(5)   Setelah penunjukan mediator oleh 
lembaga arbitrase atau lembaga alternatif 
penyelesaian sengketa, dalam waktu 
paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi 
harus sudah dapat dimulai. 

(6)   Usaha penyelesaian sengketa atau beda 
pendapat melalui mediasi sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (5) dengan 
memegang teguh kerahasiaan, dalam 
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waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 
harus tercapai kesepakatan dalam bentuk 
tertulis yang ditandatangani oleh semua 
pihak yang terkait. 

(7)   Kesepakatan penyelesaian sengketa atau 
beda pendapat secara tertulis adalah final 
dan mengikat para pihak untuk 
dilaksanakan dengan itikad baik serta 
wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri 
dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) 
hari sejak penandatanganan. 

(8)   Kesepakatan penyelesaian sengketa atau 
beda pendapat sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan 
dalam waktu paling lama 30( tiga puluh) 
hari sejak pendaftaran. 

(9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan 
ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para 
pihak berdasarkan kesepakatan secara 
tertulis dapat mengajukan usaha 
penyelesaiannya melalui lembaga 
arbitrase atau arbitrase ad-hoc. 

Menurut Penjelasan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa. Dalam Bab II diatur mengenai 
alternatif penyelesaian sengketa melalui cara 
musyawarah para pihak yang bersengketa. 
Alternatif Penyelesaian Sengketa (Altemative 
Dispute Resolution atau ADR) adalah lembaga 
penyelesaian sengketa atau beda pendapat 
melalui prosedur yang disepakati para pihak, 
yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan 
cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi 
atau penilaian ahli.14 

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan 
(ADR) bagi bangsa Indonesia merupakan hal 
yang menjadi falsafah bangsa Indonesia sejak 
dahulu kala, hanya penamaannya tidak 
memakai kalimat penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan. Penyelesaian sengketa merupakan 
falsafah nenek moyang bangsa Indonesia yang 
telah berkembang ditengah-tengah 
masyarakat, misalnya masyarakat antardaerah 
yang bertikai lebih mengutamakan 
penyelesaiannya dalam bentuk musyawarah. 
Musyawarah ini telah diangkat kepermukaan 

                                                      
14

Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

oleh pendiri bangsa Indonesia dengan 
mencantumkannya dalam UUD 1945.15  

 
B. Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui 

Mediasi di Pengadilan 
1. Dasar Pertimbangan Diberlakukannya 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 01 
Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan 
Dasar pertimbangan diberlakukannya 

Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan, adalah: 

a. Bahwa mediasi merupakan salah satu 
proses penyelesaian sengketa yang lebih 
cepat dan murah, serta dapat memberikan 
akses yang lebih besar kepada para pihak 
menemukan penyelesaian yang 
memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. 

b. Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam 
proses beracara di pengadilan dapat 
menjadi salah satu instrumen efektif 
mengatasi masalah penumpukan perkara di 
pengadilan serta memperkuat dan 
memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan 
dalam penyelesaian sengketa di samping 
proses pengadilan yang bersifat memutus 
(ajudikatif). 

c. Bahwa hukum acara yang berlaku, baik 
Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg, 
mendorong para pihak untuk menempuh 
proses perdamaian yang dapat 
diintensifkan dengan cara 
mengintegrasikan proses mediasi ke dalam 
prosedur berperkara di Pengadilan Negeri. 

d. Bahwa sambil menunggu peraturan 
perundang-undangan dan memperhatikan 
wewenang Mahkamah Agung dalam 
mengatur acara peradilan yang belum 
cukup diatur oleh peraturan perundang-
undangan, maka demi kepastian, 
ketertiban, dan kelancaran dalam proses 
mendamaikan para pihak untuk 
menyelesaikan suatu sengketa perdata, 
dipandang perlu menetapkan suatu 
Peraturan Mahkamah Agung.  

e. Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap 
pelaksanaan Prosedur Mediasi di 
Pengadilan berdasarkan Peraturan 

                                                      
15

Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah 
Pengantar, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, April 
2008, hal. 213.  



Lex Et Societatis Vol. VI/No. 9/Nov/2018 

 

17 

Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 
Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa 
permasalahan yang bersumber dari 
Peraturan Mahkamah Agung tersebut, 
sehingga Peraturan Mahkamah Agung No. 2 
Tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud 
untuk lebih mendayagunakan mediasi yang 
terkait dengan proses berperkara di 
Pengadilan.16 
 
 

2. Ruang lingkup dan Kekuatan Berlaku 
PERMA 

Pasal 2 menyatakan: Ruang lingkup dan 
Kekuatan Berlaku Perma, adalah: 
(1) Peraturan Mahkamah Agung ini hanya 

berlaku untuk mediasi yang terkait dengan 
proses berperkara di Pengadilan. 

(2) Setiap hakim, mediator dan para pihak 
wajib mengikuti prosedur penyelesaian 
sengketa melalui mediasi yang diatur 
dalam Peraturan ini . 

(3) Tidak menempuh prosedur mediasi 
berdasarkan peraturan ini merupakan 
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 
HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang 
mengakibatkan putusan batal demi 
hukum. 

(4) Hakim dalam pertimbangan putusan 
perkara wajib menyebutkan bahwa 
perkara yang bersangkutan telah 
diupayakan perdamaian melalui mediasi 
dengan menyebutkan nama mediator 
untuk perkara yang bersangkutan.17 
 

3. Jenis Perkara Yang Dimediasi 
Pasal 4 mengenai Jenis Perkara Yang 

Dimediasi, dinyatakan pada ayat: 

(1) Kecuali perkara yang diselesaikan melalui 
prosedur pengadilan niaga, pengadilan 
hubungan industrial, 

(2) keberatan atas putusan Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan 
keberatan atas putusan Komisi 

(3) pengawas Persaingan Usaha, semua 
sengketa perdata yang diajukan ke 

                                                      
16

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 
01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 
Bagian “Menimbang” 
17

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan. 

Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih 
dahulu diupayakan penyelesaian melalui 
perdamaian dengan bantuan mediator.18 
 

4. Sertifikasi Mediator 
 

5. Tempat Penyelenggaraan Mediasi 
Pasal 20 menyatakan pada ayat: 

(1) Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu 
ruang Pengadilan Tingkat Pertama atau di 
tempat lain yang disepakati oleh para 
pihak. 

(2) Mediator hakim tidak boleh 
menyelenggarakan mediasi di luar 
Pengadilan. 

(3) Penyelenggaraan mediasi di salah satu 
ruang Pengadilan Tingkat Pertama tidak 
dikenakan biaya. 

(4) Jika para pihak memilih penyelenggaraan 
mediasi di tempat lain, pembiayaan 
dibebankan kepada para pihak berdasarkan 
kesepakatan.19 
 

6. Pedoman Perilaku Mediator dan Insentif 
    
7. Prosedur Mediasi Di Pengadilan 

Prosedur mediasi adalah ketentuan-
ketentuan tentang tahapan dan tata cara atau 
langkah-langkah melaksanakan atau 
menyelenggarakan sesuatu. Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor  01 Tahun 2008 
mengatur tahapan dan tata cara penggunaan 
mediasi dalam tiga konteks. Konteks pertama, 
penggunaan mediasi pada awal persidangan 
sebagai penguatan upaya perdamaian 
berdasarkan Pasal 130 HIR dan 154 Rbg. 
Konteks kedua, penggunaan mediasi setelah 
upaya mediasi awal gagal dan perkara telah 
memasuki tahap pemeriksaan oleh hakim. 
Konteks ketiga, penguatan hasil mediasi di luar 
pengadilan oleh hakim, namun sebagian besar 
ketentuan-ketentuan dalam Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 lebih 
berkaitan dengan penggunaan mediasi dalam 
konteks pertama.  

 

                                                      
18

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan.  
19

Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan.  



Lex Et Societatis Vol. VI/No. 9/Nov/2018 

 

18 

8. Tahap Proses Mediasi 
Pasal 13: Penyerahan Resume Perkara dan 

Lama Waktu Proses Mediasi, dinyatakan: 
(1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja 

setelah para pihak menunjuk mediator yang 
disepakati, masing-masing pihak dapat 
menyerahkan resume perkara kepada satu 
sama lain dan kepada mediator. 

(2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja 
setelah para pihak gagal memilih mediator, 
masing-masing pihak dapat menyerahkan 
resume perkara kepada hakim mediator 
yang ditunjuk. 

(3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 
(empat puluh) hari kerja sejak mediator 
dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh 
ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 11 ayat (5) dan (6). 

(4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka 
waktu mediasi dapat diperpanjang paling 
lama 14 (empat belas) hari kerja sejak 
berakhir masa 40 (empat puluh) hari 
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3: 

(5) Jangka waktu proses mediasi tidak 
termasuk jangka waktu pemeriksaan 
perkara. 

(6) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan 
para pihak, mediasi dapat dilakukan secara 
jarak jauh dengan menggunakan alat 
komunikasi.20 
 

9. Proses Mediasi Yang Menghasilkan 
Kesepakatan 

Akhir proses mediasi menghasilkan dua 
kemungkinan yaitu para pihak mencapai 
kesepakatan perdamaian atau gagal mencapai 
kesepakatan perdamaian. Jika para pihak 
berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 
2008 mewajibkan para pihak untuk: 
a. merumuskan kesepakatan perdamaian 

secara tertulis dan menandatanganinya; 
b. menyatakan persetujuan secara tertulis 

atas kesepakatan perdamaian jika dalam 
proses mediasi para pihak diwakili oleh 
kuasa hukum; 

c. menghadap kembali kepada hakim pada 
hari sidang yang ditentukan untuk 

                                                      
20

Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan. 

memberitahukan kesepakatan 
perdamaian.21  
 

10. Proses Mediasi Yang Gagal Menghasilkan 
Kesepakatan Perdamaian 

Mediasi adalah proses negosiasi 
penyelesaian sengketa atau pemecahan 
masalah di mana pihak-pihak ketiga yang tidak 
memihak (impartial) bekerjasama dengan para 
pihak yang bersengketa membantu 
memperoleh kesepakatan perjanian yang 
memuaskan.22 

Mediator tidak mempunyai wewenang 
untuk memutuskan sengketa. Mediator hanya 
membantu para pihak untuk menyelesaikan 
persoalan-persoalan yang diserahkan 
kepadanya. Dalam sengketa di mana salah satu 
pihak lebih kuat dan cenderung menunjukkan 
kekuasaannya, pihak ketiga memegang peranan 
penting untuk menyetarakannya. Kesepakatan 
dapat tercapai dengan mediasi, jika pihak yang 
bersengketa berhasil mencapai saling 
pengertian dan bersama-sama merumuskan 
penyelesaian sengketa dengan arahan konkret 
dari mediator.23 
   
11. Prosedur Pengulangan Mediasi 

Setelah kegagalan upaya mediasi pada 
atahap sebelum proses pemeriksaan perkara, 
peluang bagi para pihak untuk menempuh lagi 
mediasi atau upaya pedamaian tidak tertutup 
sama sekali. Bahkan Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 1 Tahun 2008 mengandung 
semangat untuk terus memberikan peluang 
bagi penyelesaian sengketa secara perdamaian 
pada tiap tahapan pemeriksaan perkara setelah 
kegagalan mediasi pada atahp awal. Semangat 
ini tercermin dalam Pasal 18 ayat (3) yang 
berbunyi: “Pada tiap tahapan pemeriksaan 
perkara, hakim pemeriksa perkara tetap 
berwenang untuk mendorong atau 
mengusahakan perdamaian hingga sebelum 
pengucapan putusan.” Upaya perdamaian 
setelah perkara memasuki tahap pemeriksaan 
di pengadilan Tingkat Pertama berlangsung 
dalam waktu paling lama empat belas hari kerja 

                                                      
21

 Ibid, hal. 187 (Pasal 17 ayat (1), (2) dan (4). 
22

Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa 
Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala 
Implementasinya, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1. Kencana 
Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 109. 
23

 Ibid, hal. 109 
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sejak para pihak menyampaikan keinginan 
berdamai kepada hakim pemeriksa dan 
dimediasi langsung oleh hakim pemeriksa 
perkara. Jadi para pihak tidak lagi memiliki hak 
otonom untuk memilih mediator dalam mediasi 
atau perdamaian atas perkara yang telah 
memasuki tahap pemeriksaan.24 

  
12. Kesepakatan Di Luar Pengadilan 

Pada dasarnya PERMA No. 1 Tahun 2008 
memuat ketentuan-ketentuan tentang 
pelaksanaan mediasi di pengadilan, tetapi 
PERMA ini juga memuat ketentuan yang 
menghubungkan antara praktik mediasi di luar 
pengadilan yang menghasilkan kesepkatan. 
Pasal 23 ayat (1), (2) dan (3) PERMA No. 1 
Tahun 2008 mengatur sebuah prosedur hukum 
untuk memperoleh akta perdamaian dari 
pengadilan Tingkat Pertama atas kesepakatan 
perdamaian di luar pengadilan. Prosedur adalah 
dengan cara mengajukan gugatan yang 
dilampiri oleh naskah atau dokumen 
kesepakatan perdamaian dan kesepakatan 
perdamaian itu merupakan hasil perundingan 
para pihak dengan dimediasi atau dibantu oleh 
mediator bersertifikat. Pengajuan gugatan 
tentunya adalah pihak yang dalam sengketa itu 
mengalami kerugian. Pengaturan untuk 
memperoleh akta perdamaian bagi 
kesepakatan perdamaian di luar pengadilan 
dengan pengajuan gugatan mungkin dapat 
dipandang agak aneh.25  

Bagaimana sebuah sengketa yang pada 
dasarnya telah dapat diselesaikan secara 
perdamaian, tetapi kemudian salah satu pihak 
mengajukan gugatan kepada pihak lawannya 
yang telah berdamai dengan dirinya, akan 
tetapi jika melihat keadaan empiris bahwa tidak 
semua orang yang telah mengikat perjanjian 
dengan pihak lainnya bersedia menaati 
perjanjian itu, maka pengaturan ini memiliki 
dasar rasional. Mengapa tetap diperlukan 
syarat melalui pengajuan gugatan padahal para 
pihak telah berdamai karena pengadilan terikat 
pada aturan prosedural dalam sistem hukum 
Indonesia bahwa pengadilan hanya dapat 
menjalankan fungsinya atas dasar adanya 
gugatan untuk sengketa-sengketa dan adanya 
permohonan untuk masalah hukum yang bukan 
sengketa, misalnya adopsi anak. Mengapa 

                                                      
24

 Ibid, hal.191. 
25

 Takdir Rahmadi, Op.cit, hal. 194. 

diisyaratkan mediator yang bersertifikat untuk 
mendorong peningkatan kualitas jasa melalui 
pendidikan atau pelatihan mediasi memiliki 
pengetahuan dan keterampilan mediator, 
sehingga ia tidak akan mengubah proses 
mediasi yang sifatnya mufakat dan berdasarkan 
otonomi para pihak menjadi proses yang 
memutus seperti halnya arbitrase.26 

Dengan prosedur ini, perancang PERMA No 
1 Tahun 2008 bermaksud untuk mendorong 
pihak-pihak yang bersengketa untuk 
menyelesaikan sengketa mereka di luar 
pengadilan melalui upaya damai yang 
dimediasi. Dengan prosedur yang diatur dalam 
Pasal 23 ayat (1), (2) dan (3) perancang PERMA 
No. 1 Tahun 1008 juga memberikan sebuah 
prosedur hukum bagi pihak-pihak yang berhasil 
menyelesaikan sengketa secara perdamaian di 
luar pengadilan, tetapi masih memiliki 
kekhawatiran, bahwa jika salah satu pihak tidak 
menepati janji kesepakatan damai itu, maka 
upaya hukum yang dapat ditempuhnya adalah 
dengan melakukan gugatan wanprestasi karena 
kesepakatan damai tanpa akta perdamaian dari 
pengadilan berstatus sebagai perjanjian saja. 
Tentu pengajuan gugatan wan prestasi ini harus 
mengikuti semua acara gugatan perdata yang 
sudah pasti akan memakan waktu dan biaya. 
Dengan pengaturan Pasal 23 PERMA No. 1 
Tahun 2008, para pihak yang berdamai di luar 
pengadilan memperoleh sebuah penyelesaian 
prosedural.27 

Diharapkan para pihak yang bermaksud 
menyelesaikan sengketa perdata dapat 
memanfaatkan sebaik-baiknya sarana mediasi 
sebagai alternatif penyelesaian sengketa 
dengan itikad baik dan menepati janji untuk 
melaksanakan kesepakatan perdamaian yang 
telah disepakati, sehingga upaya hukum yang 
telah dilakukan oleh mediator untuk 
menyelesaikan sengketa perdata dari para 
pihak dapat memberikan manfaat, keadilan dan 
kepastian hukum.  
 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Penyelesaian sengketa perdata melalui 

mediasi di luar pengadilan, yaitu  para pihak 
dengan bantuan mediator besertifikat yang 
berhasil menyelesaikan sengketa di luar 

                                                      
26

 Ibid, hal. 194. 
27

 Ibid, hal. 195 
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pengadilan dengan kesepakatan 
perdamaian dapat mengajukan 
kesepakatan perdamaian tersebut ke 
pengadilan yang berwenang untuk 
memperoleh akta perdamaian dengan cara 
mengajukan gugatan. Pengajuan gugatan 
harus disertai atau dilampiri dengan 
kesepakatan perdamaian dan dokumen-
dokumen yang membuktikan ada hubungan 
hukum para pihak dengan objek sengketa. 

2. Mediasi merupakan salah satu proses 
penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan 
murah, serta dapat memberikan akses yang 
lebih besar kepada para pihak menemukan 
penyelesaian yang memuaskan dan 
memenuhi rasa keadilan.  Pengintegrasian 
mediasi ke dalam proses beracara di 
pengadilan dapat menjadi salah satu 
instrumen efektif mengatasi masalah 
penumpukan perkara di pengadilan serta 
memperkuat dan memaksimalkan fungsi 
lembaga pengadilan dalam penyelesaian 
sengketa di samping proses pengadilan 
yang bersifat memutus (ajudikatif). Hukum 
acara yang berlaku, baik Pasal 130 HIR 
maupun Pasal 154 RBg, mendorong para 
pihak untuk menempuh proses perdamaian 
yang dapat diintensifkan dengan cara 
mengintegrasikan proses mediasi ke dalam 
prosedur berperkara di Pengadilan Negeri. 
  

B. Saran 
1. Penyelesaian sengketa perdata melalui 

mediasi di luar pengadilan, yaitu  para pihak 
dengan bantuan mediator dapat berjalan 
dengan baik apabila menggunakan prosedur 
mediasi dengan itikad baik. Bagi mediator 
tentunya harus memiliki pengalaman yang 
memadai dalam membantu penyelesaian 
sengketa perdata antara para pihak 
termasuk tingkat kemampuan dan keahlian 
yang sesuai dengan sertifikat yang dimiliki 
mediator. 

2. Tata cara penyelesaian sengketa perdata 
melalui prosedur mediasi di pengadilan 
dapat digunakan oleh para pihak sebagai 
sarana lain apabila tidak memilih prosedur 
mediasi  di luar pengadilan. Sangat 
diperlukan peningkatan jumlah hakim yang 
memiliki sertifikasi mediator, mengingat 
banyak pihak yang kemungkinan memilih 

mediasi sebagai sarana penyelesaian 
sengketa perdata. 
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